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PERATURAN  MENTERI PERHUBUNGAN 
NOMOR PM 68 TAHUN 2011 

TENTANG 
ALUR-PELAYARAN DI LAUT 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PERHUBUNGAN, 

 
 
Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai          

penyelenggaraan alur-pelayaran di laut, pemanfaatan Alur 
Laut Kepulauan Indonesia dan bangunan atau  instalasi di 
perairan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 97 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Kenavigasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Perhubungan tentang Alur-Pelayaran di Laut. 

 
Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang 

Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 

 
2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008  tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4849); 

 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang 

Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan 
Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia   (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4209); 

 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang 

Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing 
Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan 
Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
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Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4210); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 

Kepelabuhanan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5070); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5  Tahun 2010 tentang 

Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5093); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) 
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 
tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor  21  Tahun 2010 tentang 

Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109); 

 
9. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 tentang 

Pengesahan Peraturan Internasional tentang 
Pencegahan Tubrukan di Laut Collision Regulation 
1972;  

 
10. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang 

Pengesahan “International Convention for the Safety of 
Life at Sea 1974”; 

 
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 
 

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 
173/AL.401/PHB-84 tentang Berlakunya The IALA 
Maritime Bouyage Sistem Untuk Region A Dalam 
Tatanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran                 
di Indonesia; 
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13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 
2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik 
Navigasi; 

 
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan; 

 
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit 
Penyelanggara Pelabuhan; 

 
 

MEMUTUSKAN:  
 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 
ALUR-PELAYARAN DI LAUT.  

  
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 
 

 Pasal 1 
 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Perairan lndonesia adalah laut teritorial lndonesia beserta 

perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. 
 
2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan 

dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai 
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan 
yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik 
turun penumpang,dan/atau bongkar muat barang, berupa 
terminal dan tempat  berlabuh kapal yang dilengkapi 
dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan 
kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat 
perpindahan intra– dan antar moda transportasi. 

 
3. Alur-Pelayaran di Laut adalah perairan yang dari segi 

kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya 
dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan 
laut. 
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4. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu 
atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan 
satu atau lebih jalur utama lainnya. 

 
5. Hak Lintas Alur Laut Kepulauan adalah hak kapal dan 

pesawat udara asing untuk melakukan pelayaran atau 
penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi 
dengan cara normal hanya untuk melakukan transit yang 
terus menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak 
terhalang. 

 
6. Survey Hidrografi adalah kegiatan-kegiatan pengukuran 

dan pengamatan yang dilakukan diwilayah perairan dan 
sekitar pantai untuk menggambarkan sebagian atau 
keseluruhan permukaan bumi, terutama yang digenangi 
oleh air,  pada suatu bidang datar (kertas peta) yang 
disajikan dalam bentuk informasi titik-titik kedalaman, 
garis kontur kedalaman dan titik-titik tinggi serta berbagai 
keragaman diatas dan dibawah permukaan laut. 

 
7. Sistem Rute adalah suatu system dari satu atau lebih dan 

atau menentukan jalur yang diarahkan agar mengurangi 
resiko korban kecelakaan. 

 
8. Bagan pemisah lalu lintas (Traffic Separation Scheme) 

adalah skema penjaluran yang dimaksudkan untuk 
memisahkan lalu lintas kapal arah berlawanan dengan tata 
cara yang tepat dan dengan pengadaan jalur lalu lintas. 

 
9. Rute Dua Arah (Two-way Route) adalah suatu lajur dengan 

diberikan batas-batas didalamnya dimana ditetapkan lalu 
lintas dua arah, bertujuan menyediakan lintas aman bagi 
kapal-kapal melalui perairan dimana bernavigasi sulit dan 
berbahaya. 

 
10. Jalur yang direkomendasikan (Recommended Track) adalah 

suatu lajur yang mana telah diuji khususnya untuk 
memastikan sejauh mungkin bahwa itu adalah bebas dari 
bahaya disepanjang yang mana kapal-kapal disarankan 
melintasinya. 

 
11. Area yang harus dihindari (Area to be Avoide) adalah suatu 

lalu lintas terdiri dari area dengan diberi batas-batas di 
dalamnya yang mana salah satu sisi Navigasi amat serius 
berbahaya atau pengecualian penting untuk menghindari 
bahaya kecelakaan dan yang mana harus dihindari oleh 
semua kapal-kapal atau Ukuran-ukuran kapal tertentu. 
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12. Daerah Lintas Pantai (Inshore Traffic Zone) adalah suatu 
lalu lintas terdiri dari suatu area tertentu diantara batas 
arah menuju darat dari suatu bagan pemisah lalu lintas 
dan berdekatan pantai. 

 
13. Daerah Putaran (roundabout) adalah suatu jalur tertentu 

terdiri dari sebuah titik pemisah atau edaran bagan 
pemisah dan edaran jalur lalu lintas dalam batas-batas 
ditentukan. Lalu lintas dalam Roundabout adalah dibatasi 
oleh gerakan dalam berlawanan arah jarum jam sekitar 
titik batas pemisah atau area.  

 
14. Daerah kewaspadaan (Precautionary Area) adalah suatu 

lalu lintas terdiri dari area dengan diberi batas-batas 
dimana kapal-kapal harus bernavigasi dengan perhatian 
utama sekali dan dimana didalam arah arus lalu lintas 
telah dianjurkan. 

 
15. Rute air dalam (Deep Water Route) adalah suatu lajur 

dengan diberikan batas-batas yang mana telah disurvey 
dengan akurat untuk jarak batas dari dasar laut dan 
rintangan-rintangan bawah air sebagai yang digambarkan 
dipeta laut. 

 
16. Bangunan atau instalasi adalah setiap konstruksi baik 

berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan. 
 
17. Landing Point adalah titik koordinat geografis yang 

ditetapkan sebagai titik awal jalur pipa atau kabel laut. 
 
18. Distrik Navigasi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang 

kenavigasian di lingkungan Direktorat Jenderal 
Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal 
Perhubungan Laut.  

 
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan 

Laut. 
 

20. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 
 

BAB II 
 

ALUR-PELAYARAN DI LAUT 
 

Pasal 2 
 

Alur-pelayaran di laut terdiri atas : 
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